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BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2026

BUPATI TANA TIDUNG,

. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daeraha.
Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026,
perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuanb.
Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4750),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817):
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 994):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 1):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2), sebagaimana telah



12.

13.

14.

15.

16.

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 Nomor 11):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-
2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7):
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
1S),
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15):
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2020 Nomor 2),
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah perangkat daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

6. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda dan Litbang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua
puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode5 (lima)
tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan:

12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan dan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dokumen Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 hingga
Tahun 2026.



Pasal 3

Dokumen Renstra PD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ditindaklanjuti dengan penetapan oleh masing-masing Kepala PerangkatDaerah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengansistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB II PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Rincian Perubahan Renstra PD sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 3
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Ditetapkan di Tidung Pale
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TANA TIDUNG

“SP?

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATAN TANA TIDUNG
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ERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 30
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LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Kesehatan:
Dinas PU, Penataan Ruang, Perum dan KP:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
Satpol PP,
Dinas Sosial, PMD:
Dinas Lingkungan Hidup:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
Dinas Komunikasi dan Informatika:
Dinas Penanaman Modal dan PTSP:

3
4.
5.
6.
7.
8
9.

10
. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan:
. Dinas Perindagkop dan UKM:
. Sekretariat Daerah:
. Sekretariat DPRD:
. Kecamatan Sesayap,
. Kecamatan Sesayap Hilir,

1
2.

4.
5.

7.
Kecamatan Tana Lia,

. Kecamatan Betayau,

. Kecamatan Muruk Rian:

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

. Inspektorat Kabupaten,

. Bappeda dan Litbang:

. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM:

. Dinas Pemadam Kebakaran,

. Dinas Perhubungan:

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

9.
0.

2.

5.

7.

9.

BUPATI TANA TIDUNG

— — . —

IBRAHIM ALI


